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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kebutuhan akan bantuan hukubreloefte aan rechtshylpliartikan sama
dengan kekurangan akan bantuan huklean(ti in de rechtshu)p Adakalanya
suatu kekurangan dianggap sebagai keadaan ataasprdisnana kebutuhan-
kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Akan tetapaciahal bantuan hukum, maka
suatu kekurangan tidak hanya terbatas pada tidglertehinya kebutuhan-
kebutuhan tertentu. Suatu kekurangan dapat puttkdia sebagai suatu keadaan
yang tidak serasi antara apa yang diharapkan déregarataan. Misalnya, semua
warga masyarakat yang menghadapi masalah hukumghaepkan adanya
bantuan hukum. Akan tetapi di dalam kenyataaantigak semua orang yang
menghadapi masalah hukum, memperoleh bantuan hu®l&in.karena itu, maka
seringkali dikatakan, bahwa kebutuhan akan bantakum lebih bersifat
subjektif, kekurangan akan bantuan hukum lebihita¢rgistitusional. Artinya,
ada kekurangan-kekurangan pada penyelenggaraaespbastuan hukum (dari
sudut pihak yang berfungsi untuk menyelenggarakayiny

Persaingan hidup manusia dalam memenuhi berbadmititkean hidup

dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan lyamguara pada terjadinya

! Soerjono SoekantadBantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio YuridBalai Aksara, Bandung,
1983, him. 33.



‘sengketa dan perselisihan. "Karena manusia atayamskat diatur dengan
kaedah/norma hukum maka sengketa dan perselisibasebut langsung

bersinggungan dengan peraturan-peraturan hukumhbentaku. Oleh karena itu,
semakin meningkatnya kebutuhan manusia maka semaidningkat pula

kebutuhan masyarakat akan hukum terutama dalam soéimkehidupan yang

semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. milalsi dituntut peranan

advokat dalam menjalankan tugas profesinya derakteg keadilan berdasarkan
hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keaddatam hal ini termasuk

pula usaha memberdayakan masyarakat dalam menywdahak dasar mereka
di hadapan hukurh.

Masyarakat pada umumnya, bahkan juga di kalanggnaahukum pada
khususnya, sering kurang memahami tugas advokatasgeoporsional ilmiah.
Banyak orang keliru berfikir, bahwa seolah-olahagigeorang advokat itu hanya
berkaitan dengan membela perkara di pengadilan tsemata. Karena
pemahaman yang sederhana dan tunggal inilah, kddatang membuat
sebagian advokat terjebak pada hal-hal yang rasirstfatnya yaitu, seolah-olah
pengadilan dianggapnya sebagai ladang mata peramamg. Sehingga dengan
berbagai upaya ia berusaha untuk memeliharanyaasamipur walaupun dengan
cara-cara yang bertentangan dengan norma umum kahg di kalangan

masyarakat.

2 Undang-Undang AdvokatSinar Grafika, Cet. I, Jakarta. 2003, him.5.
3Jeremias Lemeliencari Keadilan Galang Press, Bandung, 2003, him. 42.



Menurut Jeremias Lemek, Ada tiga tugas dan weweadwngkat;

Pertama,membela kepentingan kliennya. Dalam membela kéepgart
klien, baik yang bersifat konsultasi (posisi selbagansultan) maupun di
pengadilan, advokat bukan saja mau membela klieig ymsisinya benar akan
tetapi juga harus membela klien yang secara kaatd salah, namun kerap kali
diinjak-injak oleh orang lain soal haknya, hargangia, martabat manusianya,
dan juga materinya. Dalam membela kepentinganiiertu, advokat kerap kali
berhadapan dengan teror, caci maki, dan macam-meagaryang bernada minor
lainnya. Itu semua harus dipikulnya dengan penparlg dada. Karena semua itu
sebagai resiko dalam menjalankan panggilan hidup.

Kedua, sebagai konsultan dari masyarakat, yaitu seorawgkat yang
hidup di tengah masyarakatnya, senantiasa sedapagkm menunjukkan sikap-
sikap yangcorrect dan sportif. Setiap persoalan hukum yang memintaka
penjelasannya atau nasihatnya, sedapat mungkinisia fmmenjelaskan atau
menyelesaikan dengan benar.

Seorang advokat sangat tidak dibenarkan oleh kbkdedan moral pada
umumnya, untuk memberikan nasehat-nasehat yang esa&tkan atau
mendorong orang untuk berbuat yang bertentangargagdemorma-norma
kemasyarakatan. Apalagi bertindak sebagauble maker sangatlah tidak
diperbolehkan.

Dalam menjalankan tugas sebagai konsultan masyairakaeh, seorang

advokat mengemban tugas social kemasyarakatanmDalanjalankan tugas



kemasyarakatan itu, seorang advokat dituntut umakguasai ilmu hukum dan
ilmu sosial lainnya. Karena hanya dengan itu, ianma memecahkan masalah-
masalah kemasyarakatan yang akan diajukan kepadanya

Ketiga, mengabdi kepada hukum. Dalam menjalankan tugaseyaabdi
kepada hukum, seorang advokat harus bisa membekitastribusinya secara
nyata terhadap pembangunan hukum di negeri ini.siusi itu bisa berupa
pemikiran-pemikiran pribadinya melalui tulisan-sah atau karangan ilmiah, atau
berupa sumbangan pemikiran secara organisatomgpdeeminar, diskusi atau
semacamnya.

Atau bisa pula dalam bentuk ikut merumuskan / negag suatu undang-
undang yang berlaku. Tugas ini sangat erat kaitamigngan peran seorang
advokat sebagdegal drafter,ataupun arsitek sosial. Dalam posisi sebegal
drafter inilah, seorang advokat dituntut kemahirannya dgtembuatan konsep-
konsep hukum.

Advokat harus mampu merumuskan isi pikirannya setartulis, logis
dan sistematis. Dan untuk ini, modalnya tentu maeguilmu hukum dan juga
ilmu sosial lainnyd.

Melihat tugas dan wewenang yang diemban seorangkatgéangat vital,
maka Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah juga meraptraining-training
khusus bagi anggotanya guna meningkatkan profddiena di kalangan sesama

advokat dalam menangani perkara-perkara di semglungan peradilan.

4 bid., him. 42-45.



Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa para advokatiskisnya di lembaga
bantuan hukum Jawa Tengah selalu diingatkan balyallem memulai untuk
beracara, menangani perkara-perkara klien, makebtierdahulu seorang atau
beberapa kuasa hukum untuk mendamaikan kedua Ipéhak. Karena jalur
hukum merupakan solusi terakhir bagi penyelesaiarkagoa, khususnya pada
perkara cerai gugat di Pengadilan Agama atau Péagddegeri.

Upaya damai tersebut merupakan salah satu kodepsdflesi advokat
dalam hubungannya dengan klien. Bunyi dari pasdeketik yang dimaksud
ialah:

Pasal 4 huruf a. Advokat dalam perkara-perkara p¢ad harus
mengutamakan penyelesaian dengan cara damai.

Oleh karena itu salah satu dari kode etik tersetmritipakan tuntutan guna
mempunyai integritas pribadi yang tinggi. Kalau @kit itu jujur dalam
menegakkan hukum dan keadilan, maka ia bisa dip&ragan dipatuhi oleh
masyarakat. Kalau ia menjadi panutan berarti sepaifaadi ia telah turut
menegakkan hukum. Persyaratan kejujuran atau belisihini penting bagi
seorang advokat karena profesi advokat adalah gnofelia, tidak setara dengan
pedagang apalagi calo. Sebagaimana tertera dalamngrundang Keadvokatan
No. 18 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menjelaskan tgnti@najat dan martabat

seorang advokat sebagai penegak hukum dalam prtggsdrmat Qfficium

® Sukris SarmadiAdvokat Litigasi dan Non Litigasi PengadilaPustaka Prisma, Yogyakarta,
2007, him. 176.



Nobile), setara dengan penegak hukum lainnya (hakimajdks polisi), bebas
dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturmipdang-undangan.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hu#tatam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi adwealbagai profesi yang
bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakagamg penting, di samping
lembaga penegak hukum lainnya seperti pengadd&sajdan kepolisian. Melalui
jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankanstypgafesinya demi tegaknya
keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan makgampencari keadilan,
termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam daeny&ak-hak
fundamental mereka di depan hukum.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat grgjadt di jalur profesi
di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokatiali proses peradilan pada
saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengamaksenberkembangnya
kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memalkselkidupan yang
semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Mpkhberian jasa konsultasi,
negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrg&rdg profesi advokat ikut
memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyagarta pembaharuan
hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan geartgan, termasuk dalam
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 18 Tahun 203 profesi
Advokat lebih banyak berkonotasi pada pemberiaa Jagkum didalam proses

peradilan ljtigasi). Kebutuhan jasa hukum diluar proses peraditemm (itigas),



seperti pemberian jasa konsultasi hukum, negosiasiliasi maupun pembuatan
kontrak-kontrak dagang, lebih banyak dilakukan atedreka yang menyebut diri-
nya konsultan hukum. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undathgkat tidak membeda-

kan antara litigasi dan non litigasi. Sesuai dengztentuan ini, Advokat adalah
orang yang berprofesi memberikan jasa hukum badlaldm maupun diluar

Pengadilarf.

Di samping itu advokat secara sistematis juga meiygiuperaturan
tentang kodet (kode etik) advokat yang telah dikapaleh asosiasi/ organisasi
profesi itu, adapun peraturan tersebut dibagi sedermgan ketentuan-ketentuan
pokok sebagai berikut :

a. Kodet dalam hubungan dengan kepribadian advokamnya
b. Kodet dalam hubungan dengan klien

c. Kodet dalam hubungan dengan teman sejawat

d. Kodet dalam hubungan dengan teman sejawat asing

e. Kodet dalam cara bertindak menangani perkara

f. Kodet dalam ketentuan-ketentuan lain

g. Pelaksanaan kode efik.

Tantangan yang dihadapi profesi hukum (Advokat) aawini adalah
meningkatkan partisipasinya dalam rangka memprdmosimediasi sebagai

salah satu bentuk pilihan ADRIfernative Dispute Resolutipmlan memberikan

® Badan Arbritase Nasional Indonesia http://www.kanhi.org di akses tanggal 27 agustus
2009
" Sukris SarmadiOp.Cit him. 174-180



pelayanan dengan standar tinggi dibidangnya, tidakya untuk keuntungan
klien, tetapi juga memberi peluang bagi reputasvdkat itu sendiri sebagai
penyelesai sengketa di dalam masyarakat. Disampingeorang Advokat juga
mempunyai fungsi untuk berusaha mendekatkan pesbeglang ada diantara
para pihak yang bertikai, karena Advokat telah @m#inpenyelesaian sengketa
baik melalui lembaga tradisional, forum-forum resatau dengan membantu
klien menyelesaikan sengketa di luar pengadilayo@eanya Advokat melihat
hal itu sebagai tugas mereka untuk mencari pergialesawal suatu sengketa
diluar sistem pengadilan dengan fokus mencapai fasg terbaik bagi klien
mereka. Inilah tugas awal peran Advokat dalam nsédlia

Dalam perspektif hukum Islam, konsep pemberian jageum terbagi
menjadi tiga bagian, yakmakam muftti dan mushalailah-alailah Namun yang
paling masyhur di kalangan Islam adalah hakam. has@cara etimologis dalam
sudut pandang Islam adalah orang yang ditunjulapesebagai penengah dalam
penyelesaian sengketa. Dalam kaitannya dengan pambasa bantuan hukum
yang diberikan oleh hakam di atas, seorang hakdamdmenjalankan tugasnya
akan selalu berpedoman pada sumber-sumber hukuyrdjjadikan patokannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al&igyat 35 sebagai berikut:

8 Op. Cit, http://www. bani-arb.org
® Supriadi,Etika dan Tanggung Jawagb Profesi Hukum di IndaneSet. |, Jakarta: Sinar
Grafika, 2006, him. 154.



o) 1 ) Al 2 USsg albl 5 WSS 14036 g Glhs 2k O3
(35 Tl fuos e 087l &) gy d iy

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan ant@duanya, Maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki de@orang hakam dari
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu laésud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi takéigada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Mgha Mengenat®

Dari ayat diatas dengan bahwa seorang hakamaimjwhtudari pihak
suami dan istr{min ahlihi dan min ahliha lengan prinsip utama mengupayakan
usaha islah atau perdamaian.

Sedangkan Menurut pendapat ulama’ ahli figh bahvwka jerjadi
persengketaan antara keduanya, suami-istri, mdsaksga penguasa setempat
menyerahkan persoalannya kepada seorang yangdpjudapat dipercaya untuk
menyelidiki perkaranya dan mencegah yang salahddalim diantara keduanya
agar tidak meneruskan kesalahan dan kedzalimannya Tetapi jika
persengketaan itu sudah berkepanjangan dan sudaadnenakin gawat maka
hendaklah perkaranya diserahkan kepada suatu teayang terdiri dari seorang

kepercayaan fihak suami dan seorang kepercayaak f#tri. Team juri atau

pendamai ini mempelajari persoalan sengketa seseksama dan memutuskan

19 Departemen Agama RAI-Quran dan TerjemahnyaSemarang: Pustaka Rizki Putra,
2006, him. 5.
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apa yang menjadi kebaikan bagi kedua belah pihaidamai dan berkumpul
kembali atau berpisah dan bercéfai.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalil ds a&bagai pedoman
hakam dalam menyelesaikan perkara dalam ranah histam khususnya pada
ranah pertikaian antara suami dan istri. Oleh kaian dalam melakukan tugas
dan fungsi dari hakam, dapat bertugas secara betzag]iri dan tanpa tekanan
atau pengaruh dari pihak manapun di luar dirinya.

Advokat sebagaproblem solver walaupun tidak langsung, mempunyai
tugas untuk selalu membantu kliennya mencarikanssdérbaik yang bersifat
efektif dan cepat. Untuk memberikan pelayanan ybaik, cepat dan tepat
disamping memiliki keterampilan litigasi, seorangdvakat juga dituntut
menguasai dan memiliki pengetahuan serta keteramplialam bidang mediasi
dan bentuk-bentuk ADR lainnya. Semakin banyak petngen dan pemahaman
seorang Advokat terhadap proses ADR, akan semd&kiratapenilaian mereka
terhadap klien mereka.

Selain dalam undang-undang tentang advokat, ketertersebut juga di
atur dalam pasal 192 R.Qeglement op de rechterlijke organisatie en heeiole
der justitie)menyebutkan kemungkinan dijatunkannya beberaparhak kepada
para pengacara dalam hal mereka melantarkan kegantiklien mereka,

memperlakukan klien tidak pantas, melakukan pedmiperbuatan yang

' Salim Bahreisy Dan Said Bahreisheriemah Singkat Tafsir Ibnu Katsjefilid I, Bina
liImu, Suarabaya 1984, him. 392
12 | oc.Cit http://www.bani-arb.org



11

melanggar kode etik para pengacara ataupun perbpatuatan yang
menunjukkan sikap tidak menghormati pengadilan gse&im dan undang-
undang atau pemerintah. Adapun hukuman-hukuman gapgt dijatuhkan oleh
pengadilan dimana para pengacara itu melakukanrjpake mereka adalah:
teguran, denda, atau pemberhentian sementara alztap mereka selama-
lamanya tiga bulan. Dalam penerapannya sekarankynian yang terakhir
tersebut, apabila dijatuhkan oleh Ketua Pengadilageri tentunya hanya berlaku
sekedar mengenai kewenangan pengacara itu untykakerk di Pengadilan
Negeri itu saja, dan tidak mengurangi kewenangaruny@k menghadap di
Pengadilan-pengadilan Negeri lainrya.

Maka, bertitik tolak dari argumentasi tersebut t@isa LBH Jawa Tengah
yang merupakan salah satu lembaga independen secatis mempunyai tugas
litigasi, non litigasi, dan perdamaian. Hal ini mmgakan tugas dari profesi
advokat khususnya yang terakhir yaitu melakukadamaaian yang tidak sekedar
memenuhi permintaan dari klien untuk menangani/ bedan perkara yang
dimilikinya. Karena memang kesan di publik (masiatapencari keadilan),
advokat sangat jarang melakukan upaya perdama&au kupaya perdamaian
tersebut berhasil perkara tidak sampai ke pengadian secara otomatis
hubungan antara advokat dan klien berakhir, sehingguntungan yang

didapatkan advokat kepada klien kurang memenuhi plermintaan advokat

13 R SubektiHukum Acara Perdat&et. I, Bina Cipta Anggota IKAPI, Bandung, 197 7mhl
19-20.
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sendiri. Kasus yang demikian pernah terjadi di LB&va Tengah yang pada
akhirnya anggotanya dikenai sanksi dan dikeluadkan keanggotaan institusi
advokat tersebut.

Dengan beberapa landasan pemikiran di atas, pesaulgat tertarik untuk
menggali lebih dalam sehubungan dengan kasus tersgakni upaya dari
advokat untuk melakukan perdamaian di luar jalungaelilan fon litigas)
khususnya mengenai perkara cerai gugat. Obyekipanalilakukan di Lembaga
Bantuan Hukum Jawa Tengah, yang berpusat di kataaf@ag. Hal ini penulis
lebih fokus di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengaknainstitusi tersebut
merupakan pusat beberapa LBH yang ada di Kota/kKabaopdalam lingkungan
Jawa Tengah.

Berdasarkan kasus-kasus yang dialami oleh Lembagdaud&n Hukum
Jawa Tengah tersebut, maka penulis terdorong umekgadakan pengkajian
lebih mendalam dan penganalisaan tentang penerapdiasi di luar pengadilan
oleh advokat dalam suatu bentuk skripsi denganl jtidiplementasi Kode Etik
Advokat Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya Damai dalam Brkara Perdata
Cerai Gugat di Luar Pengadilanhon litigas (Studi Kasus di Lembaga

Bantuan Hukum Jawa Tengah)”.

. Rumusan Masalah
Berangkat dari deskripsi di atas, maka permasalgaag penulis jadikan

kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Apakah implementasi kode etik Pasal 4 Huruf A Tegtdpaya Damai dalam
perkara perdata cerai gugat di Lembaga Bantuan iHykiH) Jawa Tengah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dam hslieum?

2. Bagaimana tingkat keberhasilan upaya damai jadur litigasiterhadap klien
pada perkara perdata cerai gugat di Lembaga Bariu&om (LBH) Jawa

Tengah?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penusikapsi ini
mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi kode etik Pasal 4uHAr Tentang Upaya
Damai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengahumg peraturan
perundang-undangan dan hukum Islam.

2. Mengetahui tingkat keberhasilan upaya damai jatur litigasi terhadap klien
pada perkara perdata cerai gugat di Lembaga Baktulanmm Jawa Tengah.

D. Telaah Pustaka
Berkaitan dengan permasalahan yang ada, pembahesagenai upaya
damai, sejauh penelusuran penulis terhadap kagraahulu, belum banyak yang
melakukan pembahasan yang mendalam, apalagi kejitang mediasi jalur luar
pengadilan rfon litigas) oleh advokat. Namun sepanjang penelusuran penulis

yang telah temukan adalah sebagai berikut:
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1. Sukris Sarmadi dalam bukunyalvokat litigasi dan Non Litigasi Pengadilan
membahas tentang upaya damai yang dilakukan olebkat melalui jalur
non litigasi. Selain itu juga mengkaji lebih lanjigntang status dan peran
advokat dalam pengadilan dan luar pengadilan, yaduokat berstatus
sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang idijaleh hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berarti kedudykasejajar dengan
para penegak hukum lainnya seperti hakim, jakdgipo

2. Susanti Adi Nugroho, et all.,, dalam karyanltediasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian  Sengketamenjelaskan tentang mekanisme penyelesaian
sengketa sebagaimana adanya konflik legal dalamlesséidang tidak dapat
dihindari, misalnya sengketa dagang yang terjadaranpara pihak dapat
menjadi rumit apabila diteruskan dengan litigasreka sistem litigasi bukan
didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkarh l@bengutamakan
penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan ikepdsikum. Oleh
karena itu perlu dicari suatu mekanisme penyelesaangketa yang
diinginkan yaitu: penyelesaian masalah yang tidakm&l dengan tetap
mempertahankan hubungan baik, penulis berpendapdiash merupakan
bentuk yang paling sesuai untuk penyelesaian sémgbaik pada masa
sekarang maupun di kemudian hari.

3. Muhammad Syaifullah, et all. dalam karyanijediasi Dalam Tinjauan

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonediéerupakanpenggabungan dua
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buah penelitian dengan judul “Mediasi di Indoneslah “Konflik pada masa
Muhammad dan alternatif Penyelesaiannya”.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadapadanya ilmiah
dalam bentuk skripsi di Fakultas Syari’ah, pentilak menemukan skripsi yang
membahas tentang mediasi yang dilakukan oleh atwoédalui jalur non litigasi.
Dengan melihat seperti itu, maka dalam penelitantermasuk penelitian awal.
Jadi, dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskap&da upaya damai (mediasi)
di luar pengadilannpn litigas) yang dilakukan oleh advokat pada Lembaga
Bantuan Hukum Jateng dalam perkara perdata cegat.gu

Dari buku-buku ini dapat diketahui bahwa materi g/adibicarakan
masihlah bersifat umum yaitu mengenai advokat dimalperannya sebagai
pelaksana profesi hukum. Meskipun demikian bukudbigksebut dapat dijadikan
sebagai materi pembantu didalam penulisan sekppsulis. Namun penulis
sendiri melakukan penelitian ini lebih memfokuskkepada upaya damai,
(mediasi) di luar pengadilam@n litigas) oleh advokat Lembaga Bantuan Hukum

Jawa Tengah dalam perkara perdata cerai gugat.

. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakarbdégai metode untuk
memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cardeketan ilmiah sebagai
jaminan dalam penulisan guna pembahasan skripsi.

1. Jenis dan Obyek Penelitian
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Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitianalitiatif.
Penelitian ini memiliki karakteristik natural danerapakan kerja lapangan
yang bersifat deskriptift Dalam hal ini memusatkan perhatiannya pada
prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudanasaiatuan gejala yang
ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yamggliis gejala-gejala
sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dayarmakat yang
bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengena-pptd yang
berlaku™®

Dengan mengambil objek penelitian di LBH Jateng,nutis
menggunakan jenis penelitian lapangdield researcht® yang bertujuan
untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antarad@n praktek yang
terjadi di lapangan mengenai implementasi kode atikokat pasal 4 huruf A
tentang upaya damai dalam perkara perdata cerait gliguar pengadilan
(non litigas).

Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu digpebleh. Dalam

hal ini penulis akan mengambil data dari berbagailser, seperti buku-buku,

majalah artikel, surat kabar, essai, makalah-makataaupun karya tulis

Pelajar,

him. 21.

14 Julia BrannynMemadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatfogyakarta: Pustaka
2002, him. 69.

Burhan AshsofalMetode Penelitian Hukurdakarta: Rineka Cipta, 1996, him. 20-21.

16 Saefudin AzwarlMetode PenelitianPustaka Pelajar: Yogyakarta, Cet. Ke-3. Agustus 200
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lainnya yang mendukung dan sangat relevan deng&okppermasalahan
yang penulis kaji.
Sumber data terbagi menjadi dua sumber, yaitu priipekok) dan
sekunder (tambahan).
a. Data Primer
Data primer merupakan jenis data yang diperolelgslang dari
obyek penelitian sebagai informasi yang di¢arData primer dalam
penelitian ini adalah hasil wawancara serta infainsacara langsung dari
Direktur LBH Jateng, advokat LBH Jateng dan pihakg bersangkutan
dengan permasalahan yang penulis kaji, yaitu pdweleat dan pengurus
LBH Jawa Tengah.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang mendukung datzadtau
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum ptfhizgata sekunder
dalam penelitian ini diperoleh dari kode etik adaollan undang-undang
advokat, serta diperoleh melalui studi kepustakaau dokumen-
dokumen yang ada di LBH Jateng yang berisikan nentéata primer,
terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudutakakumengikatnya

dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengatul diatas.

1bid., him. 91
18 Bambang Sunggond/etodologi Penelitian Hukundakarta: Raja Grafindo Persada, 1998,,
him. 195.
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c. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data digunakan untuk memperdba
yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan ditedatur maupun
data yang dihasilkan dari data empifisDalam penelitian ini penulis
menelaah karya tulis, buku-buku, majalah, maupukuchen-dokumen
yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk safiay@ dijadikan
sebagai acuan dan alat utama bagi praktek pendhgangan.

Disini data diperoleh dengan menggunakan alat papglan data
diantaranya sebagai berikut:

1) Wawancara Interview
Yaitu suatu percakapan, tanyajawab antara dua aofrdafih yang
duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan padt suasalah
tertentu?® Metode ini dilakukan secara langsung kepada reton
yaitu Direktur LBH Jateng (Bp. Faishal) dan parackét di LBH
Jateng (Bp. Joko, Bp. Bobby, Ibu Nurul dan Bp. $dna

2) Dokumentasi
Yaitu mencari data mengenai hal-hal / variabel yhagipa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah, prasastiuleotrapat, legger

agenda dan sebagainya.

19 Khoirul Wahadin dan Tagiudin mashuliletode PenelitianCirebon: Stain Press, 2003,
him. 146.

20 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Rises Sogi@landung: Mandar Maju, 1990, him.
187.

2L Suharsini ArikuntoProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakfelkarta : Rineka Cipta,
Cet.X, 1996, him. 234.
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3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan meteslaiptif
analisis, yaitu: metode penelitian yang menggandradecara obyektif
dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tapgg, dan tawaran
serta solusi terhadap permasalahan yang dihadeiase.2

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan
menganalisis secara sistematis terhadap beber&pa tentang situasi
upaya damai jalur non litigasi oleh advokat di LBBteng, baik berupa
data, ataupun hasil wawancara, yang telah perakligan, kemudian dari

situ akan dianalisa apakah sudah sesuai dengatu@ergang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bagi menjadid bab yang akan
penulis uraikan dalam sub-sub bab. Adapun sisteémgienulisan skripsi ini
adalah :

Bab | Pendahuluan,dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang
dari permasalahan yang penulis kaji, rumusan petieafaan yang coba penulis
cari jawabannya, tujuan dari penulisan, penelaghataka, metode penelitian,
dan sistematika penulisan.

Bab Il Landasan Teori Tentang Upaya Damai Dalam Pédtara

Perdata Cerai Gugat.Dalam bab ini akan dipaparkan tinjauan umum merigena

22 Muh Nadzir,Metode PenelitianJakarta: Ghalia Indonesia , Cet ke V, 2005, hii®5.
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upaya damai dalam hukum positif yang mencakup Mediegosiasi, Konsiliasi,
Fasilitasi, Arbitrasi, dan Ajudikasi, Dilanjutkarewigan tinjauan umum mengenai
upaya damai dalam hukum Islam

Bab Il Implementasi Upaya Damai dalam Perkara Pedata cerai
gugat Jalur Luar Pengadilan (non litigasi) di LBH Jateng dalam bab ini berisi
tentang profil LBH Jateng yang meliputi sejarahdio@mnya LBH Jateng dan
perangkat organisasi LBH Jateng. Kemudian tentastgrns kerja (praktek)
konsultasi dan bantuan hukum di LBH Jateng. Lalplémentasi kode etik Pasal
4 Huruf A Tentang Upaya Damai di Lembaga Bantuarkudu (LBH) Jawa
Tengah menurut peraturan perundang-undangan dammhigiam. Kemudian
yang terakhir tentang tingkat keberhasilan upayaaigalur luar pengadilan
terhadap klien pada perkara Perdata cerai gud&HdiJateng.

Bab IV Analisis Implementasi Upaya Damai Dalam Perlra Perdata
Cerai Gugat Jalur Luar Pengadilan (Non Litigas) di LBH Jateng. Bab ini
berisi tentang analisis implementasi kode etik Pdsauruf A tentang upaya
damai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengamumg peraturan
perundang-undangan dan hukum Islam dan analisiadep tingkat keberhasilan
upaya damai jalur luar pengadilan terhadap kliedapperkara perdata cerai
gugat di LBH Jateng.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan
jawaban dari permasalahan dalam penelitian ingrnsaaran atas permasalahan

yang ada serta penutup.



